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.
'PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Menimbang :

Mengingat

o

L

WALIKOTA GORONTALO,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2011 tentang .
Retribusi Péngeildalian Menara Tel_ekoniunik’aéi, - rﬁakﬁ ‘ untuk
melaksanakannya perlu ada aturan pelaksanaannya; '

bahwa aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pengendahan Menara Telekomunikasil memuat aturan-aturan yang
lebih terperinci/khusus yang belum termuat dalam Peraturan Daerah

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

 daerah Tingkat II di-Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 195% Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kiteb Undang-Undang

Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R'epublik‘_Iﬂdonesih Nomor 3209);

Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran

' Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 388 1);

‘Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Goorntalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258,
Tambahan Lembarlaﬁ Negara Repulik Indonesia Nomor 4060);
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Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Pérétyiran Perundang-undangan (Lembaran ‘Negara Republik Indonesia
Tahun2004 Nomor ‘53, Tambahan Lembaran Negara Repﬁblik Indonesia
Nomor 4389), :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah
beberapa . kali - diubah terakhir dengan 'Undé.né-Undé.ng Nomor 12
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844); W
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan: Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983Nomor 36, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3258);, .
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negéra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tehtang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang, Pembagian Urusan

‘Pemerintahan Antara .-Pcmerintah,‘ ‘Pe'r'nerintahan' Daerah Provinsi, dan
.Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pcmenntah Nomor 69 "rahun 2010 tentang Tata Cara Pembenan
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi Daerah

' (Lembaran Negara Repubhk Indone51a Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk IndonesmNolmor 5161);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan
Menteri dalam Negen Nomor 59 Tahun 2007, '

14. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian
\
Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011
Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 164); ..
MEMUTUSKAN :

L ]

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH  NOMOR . 35 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BABI -
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Kota Gorontalo. .

Pemerintahan Daerah adalah Wal@kﬁta dan pe:;angkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah. _ | | |

Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo. _

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai ynsur penyelenggara Pémerintahan
Daerah. | £

- Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota. l i
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan
peraturan perundang—undﬁngan y'an'g berlaku. |

Badan adalah sekumpulan ft.)rarrig dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan kémanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN_), 'a_atau Badan
Usaha Milik' Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk abépun, ﬁxmé, kongsi,
koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 6rganisasi
sosial politik atau orgamsa31 lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak :
investasi kolektlf dan bentuk usaha tetap.
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Retribusi Daerah, yang selanjutnya' disebut Retribusi, adalah:- pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentlngan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikamati oleh orang pribadi atau Badan.
Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemer::ntah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.

Retribusi Peﬁgendalian' Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut. retribusi adalah
pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas telekomunikasi. i _
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, peligiriman dan atau penerimaan dari setiap
informasi dalam bentuk tanda — tanda, 1syarat tulisan, gambar suara dan bunyl melalui
system kawat, optic, radio, atau system elektromagnetlk lalnnya

Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan
telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan
jaringan telekomunikasi. - y .

Menara Telekomunikasi tunggal éga,lah menara tﬁlekomunikasi yang dapat digunaj{an oleh
lebih dari satu operator untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base

Transceiver Station Terpadu).

Bangunan adalah perwu]udan fisik hasﬁ pekerjaan konstmks: yang menyatu dengan tempat

kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada dlatas/atau di dalam tanah dan/atau air,
yang tidak dlgunakan untuk kegiatan manusia.

Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi
ruang yang tersedia. :

Operator adalah perseorangan, badan usaha, instansi, pemerintah yang menyelenggarakan
jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin

untuk melakukan kegiatannya.

Penyelenggaraan menara telekomunikasi adalah perseorangan, badan usaha, instansi
pemerintah. yang. menyelenggarakan .jasa penyediaan. sarana - dan prasarana menara
telekomunikasi bagi operator. | L S 1 K
Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang sélalnjumya disingkat KKOP adalah
tanah dan atau perairan di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi
penerbangan. | | ' ‘

Penataan adalah segala upaya yang dllakukan oleh pemermtah daerah untuk mengatur dan

menata keberadaan dan pendman menara telekomumkam
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Pembangunan adalah kegiatan mendirikan menara telekomumkam beserta sarana
pendukungnya. ‘

|

Asuransi atau Pertanggungan adalah pcljan_uan atara dua pihak atau lebih (penanggung

' jawab menara dan penanggung) dengan mana pihak pcnanggung\ mengikatkan diri kepada
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tertanggung, dengan menerima prerm, asurans, untuk memberikan penggantian kepada

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan:keuntungan yang diharapkan, atau

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan sebagai akibat
keberadaan menara telekomunikasi. |

Izin Penyelenggaraan Menara . Telekomunikasi adalah izin yang diberikan bagi
penyelenggaraan suatu menara telekomunikasi di Kota Gorontalo.

Telekomuni‘ka'si' a.da.lah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap
informasi dalam bentuk tanda — tanda, 1syarat tulisan, gamba: suara dan buny1 melalui

system kawat optxc radm atau system elektromagnetlk lamnya

Penyelenggaraan telekomumkasx adalah keg1atan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi

sehmgga memungkmkan terselenggaranya telekomunikasi.

Menara telekomumlcas1 yang selanjutnya dlsebut menara atau tower, adalah bangunan —
bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang
merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipf_:r'guriakan untuk
kepentingan umum yang " struktur fisiknya dapat benipa rangka baja yang diikat oleh
berbagai simpul atau berupa bentuk tungg'al tanpa sinipul, dimana fungsi, desain dan
konstrukéinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan- perangkat
telekomumkasx - ' ‘

Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Mlhk Daerah,
Badan Usaha M1hk Negara Badan Usaha Swasta, Instan51 Pemenntah, dan Ins‘ran31
Pertahanan Keamanan Negara :

Penyedia Menara adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara
telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggaran telekomunikasi

Pengelola Menara adalah Badan Usaha yang mengelola dan/atau mengopera51kan Menara
yang dimiliki oleh pihak lain.

Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya

menyediakan layanan jasa konstruksi.
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-persyaratan teknis yang berlaku.

: |
. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin rrgendirikan bangunan yang di berikan oleh

pemerintah kabupaten/kota kepéda, pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru

atau mengubah menara telekohj‘unikési sesuai dengan persyaratan administrasi dan

Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas t\erluar secara tiga dimensi
yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar
bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk- mewujudkan keselamatan,
kesehafan, kenyamanan dan harmonisasi.

Wajib Retribusi adalah. orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan
retribusi dlwapbkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong r etl'lbUSI tertentu. -

Masa retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan penzman tertentu dari Pemermtah ‘Daerah yang
bersangkutan '

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran
atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Rétribusi Daérah, yang selanjutnya disingkat SKRD, .adalah surat ketetapan
rétribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang, selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah
surat ketetapan retribusi yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena -
jumlah kredit retribﬁsi lebih besar dari pada retribusi yang tefutang slatau' seharusnya tidak
terutang.

Surat Tpgihan Retribusi. qurah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk

* melakukan tagihan dan/atau sanksi administratif berupa Bunga dan/atau denda.
40.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegi-atari mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannnya..

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpﬁn dan‘ ﬁieﬁgelola data keterangan
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retriblusi dan/atau untuk tujuan_
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retirbusi daerah.
Penyidikan tindak pindana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. '



BABII
TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRBUSI
Pasal 2 v

(1) Retribugi Pengendalian Menara Telekomuniaksi dipungut dengan menggunakan SKRD dan
disetor secara bruto ke Kas Daerah.

(2) Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan"se_ca‘ra tunai/lunas.

(3) Penyetoran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan oleh wajib retribusi

kepada Instansi teknis atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut/pengelola retribusi.
I ik & v |5 L hES i :

Pasal 3

Pembantu Bendahara Penerima pada Instansi teknis atau unit kerja yang ditunjuk sebagai
pemungut dan pengelola retribusi selambat-lambatnya 1 x 24 jam menyetorkan realisasi

: pemungut retribusi kepada Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku. .

BABIII L
TATA CARA DAN PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 4
(1) Untuk mendapatkan Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap
~ Wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili

diluar Wllayah Daerah tetapi memxhkl objek - Retribusi - di ‘Wilayah Daerah yang

bersangkutan

(2) Kegiatan pendaﬁaran dan pendataan diawali dengan mempersiapakan dokumen yang
diperlukan berupa formulir dan disampaikan kepada'Wajib Retribusi yang disampaikan
(3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi

diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dlkembahkzln kepada petugas Retribusi, sebagal bahan
mengisi Daftar Induk Wajib Retrlbu51 berdasa.rkan nomor urut.

t4) Daftar Induk wajib Retribusi sebagaunana dunaksud ayat (3) selanjumya dapat
dipergunakan sebagal NPWRD.
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BABIV
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
‘Pasal 5

Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD. "

Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana’ mesttnya maka
ditertibkan SKRD secara Jabatan

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaunana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah. -

“4)

Besarnya Retnbu51 per 1 (satu) Tahun ditetapkan sebesar 2% dan N:lal Jual Objek Pajak
(NJOP) Pajak Bum1 dan Bangunan (PBB) Menara Telekomumkasx

I Pasal 6

Apabila berdasarkan hasil pemcrikséan ditemukan data baru atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan

~ (D

'SKRD tambahan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah 'atau ditempat lain yang ditunjuk,
sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD
Tambahan. B

2) Dalam hal pembayaran dllakukan dltempat lain yang dltunjuk, maka hasil penerimaan

)

(1)
2)

(3)

Retnbusu Daerah harus. dlsetor ke Kas Daerah selambat—la.mbatnya 1 x 24 jam atau dalam
waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah

Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) dengan menerbitkan STRD. ‘

Pasal 8

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunalllunas

Kepala Daerah atau Pejabat yang dxtunjuk dapat memberl izin kepada Wajib Retnbus: untuk
mengangsur Retribusi terutang dalam Jangka vJaktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggung jawabkan.

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala
Daerah. | l 3
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(1)

)
(3)

(1)
@)
3)
N
(2)

€)

(1

2)

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda
pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat
dipertanggung jawabkan. : "

]

Pasal 9 . o \. :
Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 diberikan tanda bukti
pembayaran. - ‘ 3 £ i
Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala
Daerah. ' : g ' ' i

BAB V N
"TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
' Pasal 10

SKRD Jabatan, SKRD T ambahan sebégaimana dan STRD SSébagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dicatat dalam buku I jenis retribusi masing-masing.

SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib
Retribusi dicatat sesuai NPWRD. . . . :

Arsip dokumen yang telah dicatat ciis&mpan sesuai|nomor berkas secara berurutan.
Pasal 11

Besarnya Penetapan dan Penyetoraanetﬁbusi dihimpun'tl:lalafn buku jenis"Retﬁbusi.
Atas dasar buku' jenis retribusi sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar
penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.

Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat

laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai masa retribus.

e ’ - BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
. - - Pasal 12
Pelaksanaan Pen’agihah retribusi dikeluarkan 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal

tindakan pelaksanaan penagihan. _ :
Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain

yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.



3). Surat Teguran/Penyetoran atau Surat Lamnya sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Pejabat yang dltunjuk

Pasal 13
\

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII
PENGURANGAN, KBRINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

| Pé.sal 14

(1) Kepala Daerah dﬁﬁat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan kerlnganan dan pembebasan retribusi diberikan . dengan memperhatlkm
kemampuan wajib retribusi, antara lain‘dapat diberikan dengan cara mengangsur

(3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan

kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusuhan.

Pasal 15
|

Tata cara pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi
‘a. Wajib retribusi mengajukan permohonnn kepada Kepala Daerah dalam hal ini Walikota
‘Gorontalo . 7 g ‘
b. Permohonan yang, diajukan oleh wajib retribusi, akan ditindak lanjuti oleh Kepala Daerah
- melalui pejabat yang ditunjuk.

c. Dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima Kepala Daerah

memberikan jawaban atas permohonan dari wajib retribusi.
Pasal 16
Ketentuan pernbenan pengurangan, kennganan dan pembebasan retribusi adalah sebagai
berikut: _
a. Kepala Daerah dalam hal ini Wahkota menetapkan besarnya pembenan pengurangan kerin
ganan dan pembebasan retribusi berdasarkan hasil pencermatan dengan instansi terkait.
b. Besa.rnya pcmberlan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi memperhatlkkan
kemampuan wajib retribusi,

- ¢. Permberian pengurangan,kennganan dan pembcbasan retribusi hanya dlbenknn sekali pada
saat retribusi terutang.
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BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 17 |

.
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembentulan SKRD dan STRD yang dalam
- penertibannya terdapat kesalahan: tuhs kesalahan qlmng dan atau kekehruan dalam

penerapan peraturan pcrundang—undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi berupa bungan dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sank51 tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesa‘ ahannya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau pembatalan ketetapan
yang tidak benar - .

4) Permohonan pembemlan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan,

 penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (3) harus disamipaikan: secaia tertulis oleh
Wajib Retribusi kep‘zida Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (Tiga
Puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas
dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelﬁarkan oleh Kepala
Daerah atau PeJabat yang dltunjuk paling lama 3 (tlga) bulan sejak Surat Permohonan
diterima. e |

(6) Apabila setelah lewat 3 (Tiga) bulan sebagm dima]&ud pada ayat (5) Kepala Daer ah
.atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan 'pembetulan,
pengurangan ketetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi. admnnstras1 dan pembatalan _

dlanggap dikabulkan.
g BABIX
' TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 18

‘(1) Wajib Retribusi dapat rﬁengajukan permohonan keberatan SKRD dan lSTRD. ’
: t2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara
tertulis kepada Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD dan STRD. ]

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran. i
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(4) Permohonan keberatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dlputuskan
oleh kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka weltu pahng lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

| |
BAB'X
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBYSI

Pasal 19

X

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk
perhitungan pengembahan pembayaran retribusi.

(2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dn-naksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran
Retribusi dapat langsung dlperhltungkan tetleblh dahulu dengan utang RetnbuSI dan atau
sanksi adminitrasi berupa bunga oleh Kepala Dacrah

(3) ‘Atas permohonan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan
pembayarah tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selaﬁjumya.

Pasal 20

(1) Dalam hal kelebihan penmbayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan
sebagaimana dimaksud pada pasal 19, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada
Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 21

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan dengan menerbitkan Surat
penntah membayar kelebihan retribusi.

(2) Atas pérhltungan Sebagauﬂana dimaksud dalam pasal 19, dxterbltkan ‘bukti pemindah
bukuan vang berlaku juga sebagal bukti pembayaran.

. BAB XI
INSTANSI PEMUNGUT DAN PENGELOLA
Pasal 22 4

Instansi Pemungut dan Pengelola Retribusi Pengendahan menara Telekomumkam d]tetapkan

pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komumka31 kota gorontalo ' .
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BABXI
PENGAWASAN
Pasal 23
- (1) Pengawasan terhadap Pemungutan dan pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi dilakukan oleh Inspektorat Kota Gorontalo dan Dmas Pendapatan,
Pengelola Keuangan dan Aset daerah. :

(2) Tata cara pengawasan sebagalmana dunaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. :

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Mei 2011
}WALIKOTA

FORONTALO, |

ADHAN DAMBEA

NIP. 570324 197703 1003

[
BERITA DAERAH KOTA GORONTALO

TAHUN 2011 NOMOR 32



